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ASPEK LEGAL PENGATURAN YAYASAN DAN TANGGUNG 

JAWAB ORGAN YAYASAN DALAM KAITAN GOOD 

FOUNDATION GOVERNANCE 

 

Oleh: 

Wahyu Priyo Budi Sulistiyo 

NIM. 207202019 

 

ABSTRAK 

Terdapat anomali dalam yayasan terutama dalam aspek pendirian yayasan, salah 

satunya adalah pendirian yayasan bergantung pada sektor yang mengemuka di 

masyarakat yaitu sektor pendidikan.  Pendirian yayasan sektor pendidikan yang 

bertujuan mencari keuntungan (profit oriented) sangat menjamur dan berbanding 

terbalik dengan yayasan dengan orientasi sektor nonprofit seperti tujuan sosial dan 

membantu masyarakat lemah. Fenomena tersebut bertentangan dengan ruh 

berdirinya yayasan, dimana secara esensi yayasan sebagai badan hukum harus 

memisahkan kekayaan untuk dan berfungsi sosial dalam tujuannya. Masalah 

penelitian adalah bagaimana aspek legal pengaturan pengelolaan yayasan oleh 

organ yayasan yang dijabat secara  ex officio berasal dari instansi atau pejabat 

pemerintah dalam kaitan Good Foundation Governance dan bagaimana tanggung 

jawab organ yayasan yang secara ex officio berasal dari instansi atau pejabat 

pemerintah tersebut. Dalam menerapkan metodologi penelitian hukum normatif 

serta bersifat preskriptif menunjukan hasil penelitian bahwa aspek legal pengaturan 

pengelolaan yayasan yang dijabat secara ex officio dari instansi atau pemerintah 

dalam kaitan Good Foundation Governance, secara hukum tidak dilarang organ 

yayasan dari internal intansi/pemerintah yang menjabat secara ex officio dalam 

pengelolaan yayasan sesuai dengan tujuan yayasan didirikan.  Pengelolaan yayasan  

dimaksud wajib mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan.  

Pada Pasal 40 secara eksplisit memberikan batasan untuk melarang penujukan 

seseorang yang menjabat pada sebuah organisasi yang mempunyai afiliasi untuk 

duduk dalam kepengurusan yayasan, namun ketentuan ini hanya mengatur 

mengenai rangkap jabatan pengurus.  Tanggung jawab organ yayasan yang 

secara ex officio berasal dari instansi atau pejabat pemerintah adalah bahwa sebagai 

subjek hukum patut dimintai pertanggung jawaban sebagai organ yayasan. Organ 

yayasan bertindak untuk memenuhi   tugas sehingga sebagai badan hukum, yayasan 

mempunyai liabilitas secara badan hukum yang harus dipertanggung jawabkan 

apabila terdapat suatu perbuatan melawan hukum.  Pejabat ex officio bertanggung 

jawab terhadap peristiwa hukum yang terjadi secara pribadi apabila dalam 

melaksanakan tugasnya melanggar SOP sesuai dengan ketentuan yang diatur pada 

AD/ART Yayasan. 

Kata Kunci: ex officio, good foundation governance, tanggung jawab 
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LEGAL ASPECTS OF FOUNDATION ARRANGEMENTS AND 

RESPONSIBILITIES OF FOUNDATION ORGANS IN 

RELATION TO GOOD FOUNDATION GOVERNANCE 

 

By: 

Wahyu Priyo Budi Sulistiyo 

NIM. 207202019 

 

ABSTRACT 

There are anomalies in foundations, especially in the aspect of establishing 

foundations, one of which is the establishment of foundations depending on the 

sector that is prominent in society, namely the education sector. The establishment 

of educational sector foundations that aim to seek profit (profit oriented) is very 

mushrooming and is inversely proportional to foundations with a non-profit sector 

orientation such as social goals and helping the weak. This phenomenon is contrary 

to the spirit of the founding of the foundation, where essentially the foundation as 

a legal entity must separate wealth for and function socially in its objectives. The 

research problem is how the legal aspects of managing foundation management by 

foundation organs held ex officio come from government agencies or officials in 

relation to Good Foundation Governance and how the ex officio responsibility of 

foundation organs comes from these government agencies or officials. In applying 

the normative and prescriptive legal research methodology, the research results 

show that the legal aspect of managing foundation management which is held ex 

officio from an agency or government in relation to Good Foundation Governance, 

is not legally prohibited by an organ of a foundation from an internal 

agency/government serving ex officio in management of the foundation in 

accordance with the purpose of the foundation being established. The management 

of the said foundation must comply with the provisions of Article 5 and Article 9 of 

the Foundation Law. Article 40 explicitly provides limitations to prohibit the 

appointment of a person who serves in an organization that has an affiliation to sit 

on the management of the foundation, but this provision only regulates the 

concurrent positions of the board of directors. The responsibility of a foundation 

organ which ex officio comes from a government agency or official is that as a legal 

subject it is appropriate to be held accountable as an organ of the foundation. The 

organs of the foundation act to fulfill their duties so that as a legal entity, the 

foundation has a liability as a legal entity that must be accounted for if there is an 

act against the law. Ex officio officials are responsible for legal events that occur 

personally if in carrying out their duties they violate the SOP in accordance with 

the provisions stipulated in the Foundation's AD/ART. 

 

Keywords: ex officio, good foundation governance, responsibility 


